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ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan anak diatur pada Pasal 76D Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU
RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidananya diatur pada
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 dengan
ancaman pidana minimum 3 (tiga) tahun, kemudian dirubah pada Pasal 81 ayat
(1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan
pemberatan ancaman pidana minimum menjadi 5 (lima) tahun. Putusan
Mahkamah Agung RI No. 2230 K/Pid.Sus/2017 yang isi putusannya yaitu
penjatuhkan putusan pemidanaan dibawah ancaman pidana minimum Kkhusus
sehingga hal ini menyimpangi UU Perlindungan Anak dan putusan tersebut
bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 735 K/Pid.Sus/2014
yang menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana minimum khusus. Pada
SEMA No. 1 Tahun 2017 nomor 5 huruf b memperbolehkan untuk menjatuhkan
putusan pemidanaan dibawah pidana minimum sedangkan jika dilihat dari hirarki
perundang-undangan maka diketahui bahwa SEMA bukan termasuk dalam
peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ratio
decidendi yang memutus pidana dibawah minimum khusus dalam kasus
persetubuhan terhadap Anak yaitu Terdakwa telah menikahi korban akan tetapi
perkawinan belum tentu menyelesaikan masalah bagi korban di kemudian hari
dan perkawinan dilakukan hanya untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan
hukum, tetapi setelah itu korban lebih terlantar karena memang belum waktunya
untuk kawin. Kemudian, adanya penjatuhan pidana di bawah minimum jelas
bertentangan dengan asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP yaitu memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada
peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang
melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana
telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Kata Kunci : Menyimpangi Ancaman Pidana Minimum Khusus, Tindak
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
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ABSTRACT

The crime of child sexual intercourse is regulated in Article 76D of Law of the
Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has
been amended by Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014
concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002
concerning Child Protection. The criminal threat is regulated in Article 81
paragraph (1) and paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of
2002 with a minimum penalty of 3 (three) years, then amended in Article 81
paragraph (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law No. . 17 of 2016
concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016
concerning the Second Amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 of
2002 concerning Child Protection became a law with a minimum penalty of 5
(five) years. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2230
K/Pid.Sus/2017 which contains the decision to impose a sentencing decision
under a special minimum criminal threat so that this violates the Child Protection
Law and the decision is contrary to the decision of the Supreme Court of the
Republic of Indonesia No. 735 K/Pid.Sus/2014 which handed down a sentence of
punishment with a special minimum sentence. At SEMA No. 1 of 2017 number 5
letter b allows to impose a sentencing decision under the minimum sentence,
while if it is seen from the hierarchy of laws, it is known that SEMA is not
included in the legislation. The results of this study indicate that the Ratio
decidendi which decides the crime is below a special minimum in cases of sexual
intercourse with a child, namely the defendant has married the victim but
marriage does not necessarily solve the problem for the victim in the future and
the marriage is carried out only to free the defendant from legal bondage, but
after that the victim more neglected because it is not yet time to marry. Then, the
existence of a criminal sentence below the minimum clearly contradicts the
principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal
Code, which means that for every criminal sanction there must be a legal
regulation that stipulates beforehand, while the interpretation of the law that
gives birth to legal findings by the judge it is not necessary if there are rules that
are clearly and firmly regulated in the legislation.

Keyword: Deviating from the Specific Minimum Criminal Threat, the Crime of
Sexual Intercourse Against Children
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